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Pandangan Mazhab Syafi’i dan Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak 






Sebagai ikatan yang suci, ikatan pernikahan melahirkan konsekuensi 
berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lainnya. 
pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi 
bersama, yakni kewajiban terhadap anak dari hasil pernikahan mereka, salah 
satunya mengasuh anak. Dalam kaitannya pengasuhan anak bagi orangtua yang 
telah bercerai, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. Masa 
pngasuhan anak perempuan menurut mazhab malik adalah hak ibu sampai si anak 
tersebut menikah dan digauli suaminya sedangkan mazhab Syafi‟i mengatakan 
sampai baligh dan setelah itu anak berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibu. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 
pustaka. Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis-komperatif.  
Hasil penilitian menunjukkan bahwa persamaan dalam mazhab Syafi‟i dan 
Maliki yaitu pandangan mazhab Syafi‟i maupun mazhab Maliki mewajibkan ibu 
yang berhak mengasuh sampai dia mumayiz dan dalam hal ini adalah ayah atau 
suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut bisa 
mengurusnya sendiri. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi‟i 
dan mazhab Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, 
yaitu: Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab 
Syafi‟i maupun Maliki menegasakan wajibnya mengasuh anak bagi orang tua 
yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik dalam mazhab Syafi‟i 
maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan kepada ayah atau suami. Ketiga, 
masa pengasuhan anak adalah hak ibu sampai mumayiz. Perbedaan, pertama 
Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak (h{ad{a>nah) untuk anak 
perempuan sampai ia menikah bahkan disetubuhi oleh suminya. Sedangkan untuk 
anak laki-laki yakni sampai ia baligh barulah hak asuh anak (h{ad{a>nah) itu lepas 
dan dia berhak memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. 
Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (h{ad{a>nah) menurut Mazhab Maliki yakni 
mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu.  
.  






PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara  Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba῾ B Be 
ت ta῾ T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ khaʹ Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ ẑal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra῾ R Er 
ز zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 





ظ ẓa῾ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …. ‘…. koma terbalik keatas 
غ gain G Ge 
ؼ fa῾ F Ef 
ؽ qaf Q Qi 
ؾ kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ mim M Em 
ف nun N En 
ك waw W W 
ق ha῾ H Ha 
ء hamzah ' Apostrof 
ي ya῾ Y Ye 
 
B. Vokal   
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, 
vocal rangkap dan vokal panjang. 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  Fatḥah fatḥah A 
  Kasrah Kasrah I 





2. Vokal Rangkap. 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Nama Huruf 
Latin 
Nama Contoh Ditulis 
Fatḥah dan ya’ Ai a dan i مكنيب Bainakum 
Fatḥah dan Wawu  Au a dan u ؿوق Qaul 
 
3. Vokal Panjang. 
Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya sebagai berikut:  
Fathah + alif ditulis ā  
Contoh ةيلىاج ditulis jāhiliyyah 
Fathah+ ya‟ ditulis ā 
Contoh ىسنت ditulis tansa  
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī 
Contoh يمرك ditulis karῑm 
Dammah + wawu mati ditulis ū 





C. Ta’ Marbūṯah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
ةمكح Ditulis ḥikmah 







2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 
ةمعن للها  Ditulis ni„matullāh 
 
3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). 
Contoh: 
ةضكر ؿافطلاا  Rauḍah al-aṭfāl 
ةنيدلما ةرّونلما  Al-Madīnah al-Munawwarah 
 
D. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
ةدّدعتم Ditulis muta addidah 





E. Kata SandangAlif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah  
مكلحا Ditulis al-ḥukm 
ملقلا Ditulis al-qalam 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
ءامسلا Ditulis  as-Samā΄ 







Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
ئيش Ditulis syai΄un 
ذخأت Ditulis ta‟khużu 
ترمأ Ditulis umirtu 
 
G. Singkatan  
SWT  : Subhanahuwata‟ala 
SAW  : Sallalahu „alaihiwasallama 
Q.S  : Qur‟an Surat 
Hlm  : Halaman  
S.H  : Sarjana Hukum 
No  : Nomor 
KHI  : Kompilasi Hukum Islam 
Terj  : Terjemahan 
Dkk  : Dan kawan-kawan 
















Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah–Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas 
kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur 
atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para 
sahabatnya, tabi‟in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua 
ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa‟atnya di Hari Akhir nanti. 
Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat 
menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Madzhab 
Syafi’i Dan Hanafi Terhadap Masa Pengasuhan Anak (h}ad}anah) Bagi 
Kelurga Yang Bercerai” 
Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 
dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, 
motivasi dan pengarahannya kepada:  
1. Dr. H. Syufa‟at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Purwokerto.  
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari‟ah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari‟ah Institut Agama 





4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari‟ah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H sebagai dosen pembimbing dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas  pengorbanan waktu, tenaga dan 
pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
6. Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H. ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah 
Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 
7. Dr. H. Suraji, M.Ag. selaku Penasehat Akademik Ilmu-Ilmu Syariah 
Angkatan 2014. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh 
perkuliahan. 
8. Segenap Dosen dan staf Administrasi IAIN Perwokerto. 
9. Segenap staf Perpustakaan IAIN Purwokerto. 
10. Untuk ibu tercinta (Hj. Siti Khotamah) dan bapak (H. Abd. Rozak) yang 
selalu mendoakan. 
11. Kepada saudara-saudara ku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan 
untuk selalu menyelesaikan skripsi ini. 
12. Sahabat-sahabati seperjuangan di Organisasi (DEMA-F Syari‟ah) 
13. Sahabat KKN Kel. 24  Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten 
Purbalingga , yang tak lupa memberikan semangat dan canda tawanya 
semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga. 
14. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu ada dan tak lupa selalu memberikan 





15. Sahabat-sahabat seperjuangan yang juga saling memberikan semangat dan 
bantuan khususnya Mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam angkatan 2014. 
16. Keluarga besar pondok pesantren Darul Abror. 
17. Keluarga besar PSHT IAIN Purwokerto. 
18. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. 
Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih 
melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal 
ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin. 
Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari 
pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat 
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       PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. 
Anjuran ini berlaku umum baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini di 
karenakan dengan pernikahan seseorang dapat terbentengi dari hal-hal yang di 
larang oleh agama agar tidak samapai terjatuh ke dalam jurang perzinaan. 
Selain itu, pernikahan merupakan fondasi masyarakat dengan pernikahan dapat 




Sebagai ikatan yang suci, ikatan pernikahan melahirkan konsekuensi 
berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu sama lainnya. Yakni 
hak-hak yang menjadi milik suami merupakan suatu kewajiban yang harus 
ditunaikan oleh istri, sebaliknya kewajiban suami adalah memenuhi apa yang 
menjadi hak bagi istri. Selain hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu 
sama lain, pernikahan juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus mereka 
penuhi bersama, yakni kewajiban terhadap seorang anak dari hasil pernikahan 
mereka.. menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam 
yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama.
2
 Sebagai ikatan 
yang suci dan disyariatkan oleh agama pernikahan melahirkan hak dan 
kewajiban yang harus mereka penuhi bersama.  
                                                             
1
 Fuad Muhammad Khair, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Bandung: Pustaka 
SETIA, 2006), hlm. 18. 
2





Anak merupakan kebanggaan dan rezki dari Allah S.W.T., yang 
ditunggu-tunggu, rumah tangga belum dikaruniakan keturunan terasa belum 
sempurna. Demikian juga sebaliknya rumah tangga yang sudah dikaruniakan 
anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan 
baik. Oleh karena itu diwajibkan kepada orang tua untuk mengasuh anak sesuai 
dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana,
3
 seperti yang 
kita ketahui hal tersebut merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan jika 
pengasuhan anak diabaikan, maka akan berakibat kepada moralnya, karena 
seorang anak merupakan sambungan hidup orang tua, anak yang baik 
merupakan doa dan mendidik anak merupakan kewajiban.  
Sebagai agama yang mengatur segala bidang umat manusia, Islam telah 
menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka selaku suami istri, baik secara 
eksplisit maupun implisit didalam dua sumber utamanya yaitu al- Qur‟an dan 
as- Sunnah. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh 
masing-masing suami istri yang diperoleh dari perkawinannya.  Hak tersebut 
hanya dapat dipenuhi ketika pihak lain membayarnya atau memenuhinya. 
Namun, hak bisa dihapus ketika yang memilikinya rela haknya tidak dibayar 
atau tidak dipenuhi pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib 
dipenuhi atau diadakan oleh masing-masing suami atau istri untuk memenuhi 
pihak lain. 
                                                             





Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menjelaskan salah satu kewajiban yang harus dilakukan kedua 
orangtua terhadap anak-anaknya. Pasal tersebut berbunyi  
1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-
baiknya. 
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku 
sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Pasal tersebut menegaskan salah satu dari kewajiban suami istri adalah 
yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak –anak sampai mereka dapat 
berdiri sendiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak 
hanya terbatas ketika mereka masih dalam terikat perkawinan, akan tetapi 
dibebankan kepada orangtua ketika mereka sudah putus dari ikatan 
perkawinan. Masalah ini dalam literatur fikih, dikenal dengan h}ad}a>nah.4 
Di dalam Islam kehadiran seoarang anak merupakan salah satu dari 
tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Meskipun ada saja yang memperoleh 
keturunan dengan jalan lain selain dengan pernikahan (zina), akan tetapi 
keturunan yang didapatkan dari jalan pernikahan merupakan sebuah jalan yang 
paling baik dan menjadi nilai ibadah dalam Islam. Anak bagi sebagian besar 
keluarga dapat dikategorikan sebagai harta yang sangat istimewa.  
Hal tersebut dapat dimaklumi karena mayoritas orang yang berumah 
tangga memiliki keinginan untuk mendapatkan seorang anak atau 
                                                             
4





memeperoleh keturunan dengan jalan yang dibenarkan oleh agama. Oleh 
karenanya tidak jarang sepasang suami dan istri akan melakukan apa saja demi 
terpenuhinya keinginan mendapatkan seoarang anak atau keturunan. Dan 
Disamping itu, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga 




Demi kepentingan tersebut, masing-masing suami istri dituntut mampu 
menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membawa pada keretakan 
rumah tangga. Kedudukan mereka adalah sama. Masing-masing harus 
menyadari posisinya. Kelelaian suatu pihak dalam menunaikan kewajiban 
berarti menelantarkan pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan 
keretakan rumah tangga. Bilamana keretakan tersebut berujung perceraian, 
maka yang mejadi korban adalah anak keturunan mereka. 
Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan terjadi yang pertama, ayah dan 
ibu tidak ambil peduli dengan nasib anak-anaknya. Kedua, ayah dan ibu saling 
berebut mengasuh anak mereka. Ketiga ayah dan ibu berbagi dalam mengasuh 
anaknya. Seharusnya disamping itu ,keluarga, dan masyarakat bertanggung 
jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan yang 
dibebankan oleh hukum. 
6
 
Terlepas dari begitu istimewanya kehadiran seoarng anak dalam 
kehidupan rumah tangga, tidak jarang pula anak dijadikan sebuah korban dari 
ke-egoisan orangtuannya. Hak asuh anak sering menjadi permasalahan 
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sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara bekas 
suami dan bekas istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak 
sehingga terjadinya pertikaian antara dua belah pihak, apakah ia hidup dibawah 
hadhanah ayah atau hidup dibawah pengasuhan ibu. 
Sudah bukan menjadi rahasia umum tatkala kedua orangtua bercerai maka 
yang menjadi korban adalah anak-anak dari hasil pernikahan mereka. Mereka 
sering kali tidak dapat memposisikan diri sebagai anak yang menginkan kasih 
sayang dari kedua orangtuanya. Padahal anak dalam Islam merupakan sebuah 
amanat yang dititpkan oleh Allah SWT yang mestinya mereka jaga, dan 
diberikan kasih sayang oleh mereka. Ima>m Abu ‘Abdullah Muh}ammad ibn 
Idri>s asy-Sya>fi’i> atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi’i menyebutkan 
dalam kitab al-Umm7 bahwa  Allah swt. berfirman: 
ُّتاَدِلاَوْلاَكَّّنْعِضْرُػيّ ّنُىَدَلاْكَأِّّْيَلْوَحِّّْيَلِماَكّّْنَمِلَّّداََرأّّْفَأّ ّمُِتيَّّةَعاَض رلا ىَلَعَكِّّدوُلْوَمْلاُّّوَلّ ّنُهُػقْزِرّ ّنُهُػتَوْسَِككّ
َّلاِّؼكُرْعَمْلِابُّّف لَكُتٌّّسْفَػنّّ لاِإّاَهَعْسُك َّلاّ ّراَضُتٌّّةَدِلاَكّاَىِدَلَوِبَّّلاَكٌّّدوُلْوَمُّّوَلِّّبِّهِدَلَو.ىَلَعَكِّّثِراَوْلاُّّلْثِمَّّكِل ََٰذ ّْفَِإفّ
اَداََرأًّّلااَصِفّّْنَعٍّّضاَرَػتّاَمُه ْػنِمَّّلَفٍّرُكاَشَتَكَّّحاَنُجّاَمِهَْيلَع ّْفِإَكُّّْتْدََرأَّّْفأّاوُعِضْرَػتْسَتّّْمَُكدَلاْكَأَّّلَفَّّحاَنُجّّْمُكْيَلَعّ
اَذِإّّْمُتْم لَسّاَمّّْمُتْيَػتآَّّكِّؼكُرْعَمْلِابَّو للاّاوُق ػتاّ ّفَأّاوُمَلْعاَكَّّو للاَّّفوُلَمْعَػتَّابِ 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‟ruf. Seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”8 
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 Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung penjelasan 
bahwa seorang ayah harus menanggung anak-anaknya yang masih kecil 
seperti persusuan, nafkah, pakaian dan pelayanan.
9
 Selanjutnya Nabi 
Muhammad saw. bersabda: 
ّنَِرَػبْخَأٍّجْيَرُجِّنْباّْنَعٍّمِصاَعُّوَبأَكِّؽا ز رلاُّدْبَعّاَنَػث  دَحُّّنِاَوُْلْلحاّ ٍّيِلَعُّنْبُّنَسَْلحاّاَنَػث  دَحِّؿَلِىّْنَعٌّدَاِيزّّّوبأّنع
َّةَرْػيَرُىّّلىاعتّللهاّىضر َّفأًَّّةأَرْماّّْتَلَاقَّّيّ َْفأُّدِيُريّيِجْكَزّ  فِإّ ِو للاَّؿوُسَرّ َايّ:ّبَِأِّرِْئبّْنِمّنِاَقَسّْدَقَكِّنِْبِابَّبَىْذ
ّْنَمّاَهُجْكَزَّؿاَقَػفّ ِوْيَلَعّاَمِهَتْساَّم لَسَكّ ِوْيَلَعّ ُو للاّى لَصِّو للاُّؿوُسَرَّؿاَقَػفِّنَِعَفَػنّْدَقَكّ َةَبَنِعَّؿاَقَػفّيِدَلَكّ ِِِّنُِّقاَُُ ّ
َّىَّم لَسَكِّوْيَلَعُّو للاّى لَصُّّبِ نلاّدحمأّهاكر(ِّوِبّْتَقََلطْنَافِّوُِّمأِّدَِيبَّذَخََأفَّتْئِشّاَمِهَِّيأِّدَِيبّْذُخَفَّكُُّمأِّهِذَىَكَّؾُوَبأّاَذ
يذمترلاّوححصكّةعبرلأاك( 
 
Telah menceritakan pada kami al- h}asan ibn „alī al- hulwāni telah 
menceritakan pada kami „abdu ar-Rozāk dan abū „āshim dari ibn juraijin telah 
mengabarkan pada saya ziyād dari hilāl ibn usamah diriwayatkan dari Abū 
Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi 
Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingya. Ia berkata “wahai 
Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah 
mengambilkan air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat 
kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, 
“siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda 
“ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, 




Disini jelas belum ada kepastian umur anak yang berada pada hadis tersebut. 
Maka ulama berbeda pendapat mengenai batas masa asuh anak tersebut. 
Dalam kaitannya masa pengasuhan anak bagi orangtua yang telah 
bercerai, para imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda. 
pendapatnya Mazhab Syafi‟i. Adapun menurut Syāfi‟i, anak yang menginjak 
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usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk 
mengurus , baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Maka 
sianak dipersilahkan untuk memilih. Alasan dan tujuan anak disuruh memilih 
adalah karena secara sederhana sianak telah mampu membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah 
dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau 
ayahnya.11 
Lain halnya dengan Imam Malik jika orangtua bercerai maka pengasuhan 
anak akan diberikan kepada ibu, dengan syarat jika anaknya perempuan, maka 
anak tersebut sampai menikah serta dicampuri suaminya sedangkan jika 
anaknya laki-laki sampai ia bermimpi basah. Tetapi jika seorang anak 
perempuan tersebut telah menikah dan telah campur dengan suaminya maka 
hak pengasuhannya berpindah kepada ayahnya tanpa adanya hak untuk 
memilih akan tetapi bagi anak laki-laki yang telah bermimpi basah dia boleh 
memilih siapa yang menjadi pengasuhnya. 
12
 
Dari pemaparan di atas, penulis merasa bahwa penelitian tentang 
pengasuhan anak menurut mazhab fikih menarik untuk di teliti lebih lanjt 
dengan judul  Pandangan Mazhab Syafi‟i Dan Maliki Terhadap Masa 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan rumusan 
masalah  
1. Apa persamaan pandangan Mazhab Syafi‟i Dan Maliki Terhadap Masa 
Pengasuhan Anak  (h{ad{a>nah  ) Bagi Keluarga Yang Bercerai? 
2. Bagaimana perbedaan pandangan Mazhab Syafi‟i Dan Maliki Terhadap 
Masa Pengasuhan Anak  (h{ad{a>nah ) Bagi Keluarga Yang Bercerai? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi‟i Dan Maliki Terhadap 
Masa Pengasuhan Anak  (h{ad{a>nah  ) Bagi Keluarga Yang Bercerai. 
b. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pandangan Mazhab Syafi‟i Dan 
Maliki Terhadap Masa Pengasuhan Anak  (h{ad{a>nah  ) Bagi Keluarga 
Yang Bercerai. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Guna mengembangkan ilmu-ilmu hukum keluarga islam khususnya 
dibidang pengasuhan anak. 
b. Guna mencari perspektif baru pemikiran hukum islam yang lebih sesuai 
untuk diterapkan di Indonesia. 
 
D. Telaah Pustaka 
Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan suatu yang sangat 





terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, 
serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan 
diteliti. Kajian Pustaka guna mengemukakan teori-teori yang relevan denagn 
masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu. 
Misalnya Andi Syamsu Alam
13
 dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak 
Perspektif Islam menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan jelas mengenai masa 
pengasuhan anak. pada umumnya dibatasi sampai anak tersebut mencapai usia 
mumayiz. Mereka membatasi usia mumayiz usia 7 tahun. 
Dalam karya Abdul Manan
14
 yang berjudul Aneka Masalah Hukum 
Perdata Islam di Indonesia menjelaskan bahwa anak yang sah mempunyai 
kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk 
memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan 
anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari 
nafkah.  
Dalam karya Wasman dan Wardah Nuroniyah
15
 dalam bukunya Hukum 
Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa masa hadhanah akan 
berakhir jika anak sudah menginjak usia tujuh tahun (tamyiz),   
Setelah menelusuri keberbagai sumber kepustakaan dapat diperoleh 
beberapa penelitian, namun demikian penulis temukan beberapa hasil 
penelitian yang telah dipublikasikan memiliki obyek penelitian serupa namun 
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demikian didalamnya tidak terdapat kemiripan. Diluar itu semua penulis 
menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan, acuan dan 
inspirasi bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, adapun hasil 
penelitian tersebut adalah : 
1. Pengasuhan anak Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Agama Binjai), Syarifah Tifany, 2006, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Sumatera Utara, Medan. 
16
 
Penelitian ini merumuskan permasalahan tentang siapa yang berhak 
melakukan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz? Hasil 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak 
untuk selanjutnya melakukan hadhanah karena ibu lebih mengerti 
kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih 
sayangnya. 
2. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga dan Setelah Terjadi 
Perceraian, Aris Bintania, 2007.
17
 Penelitian ini merumuskan masalah 
tentang bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan mengatur 
mengenai hak asuh anak yang terjadi setelah perceraian ? Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan : 
a. Hukum Normatif mengenai perlindungan hak-hak anak dan 
kedudukannya sudah ada meskipun masih terdapat beberapa 
kelemahan didalamnya. 
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b. Faktor yang menjadi kendala hukum dalam melindungi hak anak 
setelah terjadi perceraian diantaranya adalah faktor peraturan 
perundang-undangan yang kurang berpihak pada kepentingan dan 
kebutuhan anak serta patokan dalam menetapkan nafkah anak lebih 
menitik beratkan pada tingkat kemampuan ayah. 
c. Tidak ada aturan yang jelas menagenai penentuan nominal nafkah 
anak serta sangsi yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang trbukti 
melalaikan kewajibannya atau beriktikad tidak baik menyembunyikan 
kemampuan dalam menafkahi 
3. Pertimbangan “Maslahah” Pada Sengketa Hadhanah di Pengadilan 
Agama, Huda Lakoni, 2009, 
18
Penelitian ini mencoba merumuskan 
masalah tentang perwujudan dari teori maqashid al-syari‟ah, yaitu tentang 
tujuan ditetapkannya hukum dalam islam dalam kaitannya dengan hak 
asuh anak setelah terjadi perceraian. Hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan dalam sengketa 
pemeliharaan anak harus mempertimbangkan maslahat bagi ayah dan ibu 
serta maslahat bagi anak. 
4. Anggun Retno Wardani, 2016 tentang Penetapan Hak Hadhanah Anak 
yang Belum Mumayiz Kepada Ayah  (analisis putusan Pengadilan Agama 
Purwokerto Nomor:0295/Pdt.G/2015/Pa. Pwt).
19
 Hasil penelitian tersebut 
menyimpulkan bahwa dalam mengambil keputusan dalam sengketa 
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pemeliharaan anak harus mempertimbangkan maslahat bagi ayah dan ibu 
serta maslahat bagi anak. 
5. Muchojin, 2013 tentang Hadhanah dan nafkah anak setelah terjadi  
Perceraian (studi Putusan Nomor: 1745/ Pdt. G/ PA. Purbalingga)
20
 Dari 
beberapa penelitian tersebut diatas penelitian dan tulisan tersebut serupa 
tetapi tidak sama dengan penelitian penulis, karena penulis fokus terhadap 
permasalahan dengan mengupas sisi lain dari suatu obyek penelitian yang 
belum terekplorasi yaitu : 
a. Untuk mengetahui masa hak asuh anak bagi keluarga yang bercerai 
dalam perspektif mazhab Maliki dan Syafi‟i. 
b. Mengetahui perbedaan kedua mazhab tersebut dari beberapa aspek 
c. Mengetahui perbedaan istinbat hukum dari kedua mazhab tersebut 
sebagai acuan produk hukum yang sesuai. 
   Dengan demikian penelitian ini asli, namun apabila di kemudian hari 
ternyata diketemukan hasil penelitian serupa maka penelitian ini dapat 
dikatakan sebagai pelengkap atas penelitian terdahulu. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenan dengan 
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 
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 Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang disusun dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara 
mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan 
yang berkaitan dengan hak anak non muslim dari  muslim dalam 
perspektif hukum islam. 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis normatif. Yang mengkaji masalah h}ad}a>nah menurut 
pandangan mazhab Syafi‟i dan Maliki. 
3. Sumber data 
Sumber data dipilih menjadi dua yaitu data Primer dan data 
sekunder 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpulan data.
22
 . Data primer tersebut 
diperoleh melalui penelaahan pustaka dan dokumen dari beberapa kitab 
dan buku yang berkaitan dengan judul, antara lain:  al-Umm karya 
Imam Syāfi‟i, Takmilah al majmu’ syarah muhazab karya Imam 
                                                             
21
 Soejono Soekamto, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21-22. 
22
 Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 





Nawāwi, dan al-Mudawwanah al-Kubra bi Riwa>yati  karya Imam 
Malik,  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data skunder adalah sumberdata yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
ataupun dokumen. 
23
 Sumber buku sekunder ini adalah buku ditulis 
oleh Bahrām bin Abdillah bin Aziz ad-Dāmirī yang berjudul al-
Sham>ilu fi> Fiqh al-Ima>mi Ma>liki , Wahbah al-Zuhaili Fiqh al-Islam 
wa Adillatuh karya Abd. Rahman Ghazali yang berjudul Fiqh 
Munakahat, buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul Hukum 
Keluarga Islam di Indonesia, Buku yang ditulis oleh Zainudin Ali 
yang berjudul Hukum Perdata Islamdi Indonesia, dan buku-buku 
lainnya yang menyangkut pembahasan dan mendukung dalam 
penelitian ini. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada 
tahap pengumpulan data mengunakan metode dokumentasi, yaitu teknik 
pengumpulan data yang ditunjukan kepada subyek penelitian. 
24
Adapun 
cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi 
yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki 
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relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. 
25
 
dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah yang terkait dengan 
pemeliharaan anak. 
5. Analisis Data 
Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya 
dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
26
 
Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian sekripsi ini 
adalah: 
a. Metode komparatif  
Metode komparatif  yaitu suatu metode yang menganalisi data-
data atau pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dengan 
membandingkan sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.
27
 
Adapun perbandingan adalah pendapat fikih tentang masa pengasuhan 
anak terkait dengan metode Istimbat hukum dan dasar hukumnya.  
b. Metode Content Analysis 
Metode content Analysis ini diartikan sebagai analisis atau 
kajian isi. Yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan 
menafsirkan data berdasarkan konteksnya.
28
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Masing-masing 
bab menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling 
mendukung dan melengkapi. 
Bab pertamaa, merupakan gambaran umum dengan memuat: latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab dua sekilah tentang mazhab Mazhab Syafii dan Maliki dari segi 
Sejarah, Pendidikan, Karya dan Istinbath hukum 
Bab ketiga berisi tentang hadhanah dalam pandangan Mazhab Syafi‟i dan 
Maliki.meliputi h{ad{a>nah  dalam Pandangan Mazhab Syafii dan h {ad{a>nah  dalam 
Pandangan Maliki.dari segi Pengertian, dasar Hukum dan Syarat.  
Bab keempat analisais data terhadap masa pengasuhan anak, menurut 
Mazhab Maliki dan  Mazhab Syafi‟i bagi keluarga yang bercerai. Meliputi 
Aspek Persamaan Pendapat mazhab syafii terhadap penentuan masa 
Pengasuhan anak terhadap keluarga yang bercerai. Aspek Perbedaan pendapat 
mazhab maliki dan mazhab syafii tentang penentuan masa Pengasuhan anak 
terhadap keluarga yang bercerai 







        PENUTUP  
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Baik dari perspekif mazhab Syafi‟i maupun mazhab Maliki mewajibkan 
ibu yang berhak mengasuh sampai dia mumayiz dan dalam hal ini adalah 
ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai 
anak tersebut bisa mengurusnya sendiri. Adapun dasar hukum kewajiban 
orang tua mengasuh anak setelah orang tua bercerai dalam mazhab Syafi‟i 
dan Maliki adalah berdasarkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad 
saw.  
2. Terdapat persamaan dan perbedaan antara mazhab Syafi‟i dan mazhab 
Maliki terhadap masa pengasuhan anak bagi keluarga yang bercerai, yaitu: 
a. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik mazhab 
Syafi‟i maupun Maliki menegasakan wajibnya mengasuh anak bagi 
orang tua yang bercerai. Kedua, kewajiban nafkah kepada anak baik 
dalam mazhab Syafi‟i maupun mazhab Maliki sama-sama dibebankan 
kepada ayah atau suami. Ketiga, masa pengasuhan anak adalah hak ibu 
sampai mumayiz. 
b. Perbedaan, pertama Mazhab Maliki berpendapat bahwa hak asuh anak 
(h{ad{a>nah) untuk anak perempuan sampai ia menikah bahkan 





ia baligh barulah hak asuh anak (h{ad{a>nah) itu lepas dan dia berhak 
memilih ikut ayah atau ibunya atau bahkan ia hidup mandiri. 
Sedangkan untuk urutan hak asuh anak (h{ad{a>nah) menurut Mazhab 
Maliki yakni mendahulukan orang-orang dari pihak Ibu. Dua hal itulah 
yang menjadi bahasan dalam penulisan skripsi ini yang terlihat 
berbeda dengan pendapat ketiga Mazhab lainya. Yang kedua bahwa 
hak asuh anak (h{ad{a>nah) menurut Mazhab Malik dan Syafi‟i memiliki 
perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. 
Namun penulis melihat bahwa pendapat dari Mazhab Maliki yang 
menyatakan hak asuh anak perempuan lebih lama daripada anak laki-
laki lebih mas}lah}ah dikarenakan pemeliharaan keturunan akan lebih 
terjaga jika seorang anak tersebut dekat dengan ibunya atau dengan 
kata lain lebih lama dalam asuhan ibunya. Sedangkan anak laki-laki 
memang lebih mas}lahah untuk hidup mandiri ketika ia telah baligh. 
B. Saran.  
 Setelah berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran 
mazhab Maliki dan mazhab Syaafi‟i mengenai pengasuhan anak setelah terjadi 
perceraian, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna untuk 
kelanjutan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan 
pengasuhan anak.. 
 Orang tua hendaklah memelihara anaknya dengan mempertimbangkan 
segala aspek kebaikan terhadap perkembangan hidup si anak, dan di harapkan 





anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih berada dalam 
status perkawinan maupun setelah perceraian tanggung jawab itu masih tetap 
berjalan untuk kebaikan si anak. 
Apabila ada salah satu dari keluarga anda yang bercerai, cobalah anda 
sarankan hak asuh anak lah yang di utamakan terdahulu, agar tau bagaimana 
hak anak itu, terutama anak yang masih kecil, agar anak tidak terabaikan, 
karena hala ini bisa jadi pengahalang besar terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan hidup si anak ke depannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila 
para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam 
kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekkan antara pihak yang satu 
dengan pihak yang lain. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu hendaknya para pembaca agar lebih banyak 
lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadhanah untuk 
meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum hadhanah dan tidak hanya 
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